
 

 

BAB II 

 TEORI EUTHANASIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Teori Euthanasia 

1. Pengertian Euthanasia 

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani “eu” yang berarti baik, 

dan “thanatos” yang berarti kematian. Dalam bahasa Arab euthanasia ini dikenal 

dengan istilah Qatlu Ar-Rahma atau Taysir Al-Maut. Menurut Istilah kedokteran 

euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang 

yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang 

ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Maka dari itu 

dilakukannya tindakan euthanasia disebabkan penyakit yang belum ditemukan obatnya. 

2. Macam-Macam Euthanasia 

Dalam praktik kedokteran dikenal dua macam Euthanasia, yaitu: Euthanasia Aktif 

dan Euthanasia Pasif. Euthanasia Aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian 

seorang pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan 

diberikan pada saat pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, 

yang menurut perhitungan medi sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau semakin 

bertahan lama. Alasan yang biasa dikemukakan seorang dokter adalah bahwa 

pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak 

akan mengurangi sakit yang memang sudah parah. 

Euthanasia Aktif, misalnya ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa 

sakit yang luar biasa sehingga pasien sering kali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin 

yang besangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan 



 

 

takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi 

menghentikan pernapasannya sekaligus.
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Sedangkan Euthanasia Pasif, adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan 

pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi 

disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. 

Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena ekonomi pasien yang terbatas, 

sementara dana yang dibutuhkan pasien sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan 

menurut perhitungan dokter sudah tidak efekti lagi. Terdapat tindakan lain yang bisa 

digolongkan euthanasia pasif, yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap 

pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan dokter 

umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, yang tidak mampu lagi 

membiayai dana pengobatan yang sangat tinggi. 

a. Euthanasia Aktif 

Syari‟at Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam 

kategori pembunuhan sengaja (Al-Qatlu Al-„Amad), walaupun niatnya baik yaitu 

untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas 

permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil dalil dalam masalah ini 

sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik 

pembunuhan jiwa orang lain maupun diri sendiri. 

Dokter yang melakukan euthanasia aktif, misalnya dengan memberikan 

suntikan yang mematikan, menurut Hukum Pidana Islam akan dijatuhi Qishoh 

(Hukuman mati karena membunuh), oleh pemerintah Islam (Khalifah), sesuai 

Firman Allah :  
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Namun jika keluarga terbunuh (waliyyul maqtuul) menggugurkan qishosh 

dengan alasan memaafkan, maka qishosh tidak dilaksanakan. Selanjutnya mereka 

mempunyai dua pilihan, yaitu: meminta diyat (tebusan) atau 

memaafkan/menyedekahkan. Dalam Firman Allah: 

ََٙ َٰٓأ٠َُّ َََٓب٠َ  ََٱٌَّز٠ِ ُُ َػ١ٍََۡىُ َوُزِتَ ُٕٛاْ َِ مِصَبصَُءَا ٌۡ ََٱ َٝ فِٟ مزٍََۡ ٌۡ حُشََُّٱ ٌۡ حُشَِّثََِٱ ٌۡ ؼجَۡذََََُٚٱ ٌۡ ؼجَۡذَِثََِٱ ٌۡ َٱ

ََٚ َٝ ٝ َ ثََِٱلُۡۡٔثَ ٌََََُٗٱلُۡۡٔثَ َٟ َػُفِ ۡٓ َّ ءَٞفَََۥفَ ٟۡ َشَ ِٗ َأخ١َِ ۡٓ ؼۡشُٚفَِثََِٱرِّجَبعَُ ِِ َّ
ٌۡ ََٱ ٖۗ  ٓ َثِاحِۡسَ  ِٗ أدَآََٰءٌَئ١ٌَِۡ َٚ

ٌَِ ََرخَۡف١ِفََٞهََرَ  ِٓ َّ َفَ
ٖۗ
خٞ َّ سَحۡ َٚ َ ُۡ ثِّىُ َٓسَّ ِِّ َٜ ٌِهََفٍََََُٗٱػۡزذََ ََۥثَؼۡذََرَ  ُٞ ١ٌِ  ٧١َٔػَزاَةٌَأَ

 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian 

itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 

yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. 

Al-Baqarah: 178)
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Adapun pembagian diyat untuk pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta 

di mana 40 ekor di antaranya dalam keadaan bunting, berdasarkan Hadits Nabi 

riwayat An-Nasa‟I (Al-Maliki, 1990: 111). Jika dibayar dengan bentuk dinar 

(uang emas) atau dirham (uang perak), maka diyatnya adalah 1000 dinar, atau 

senilai 4250 gram emas (1dinar =4,25 gram emas) atau 12.000 dirham, atau 

senilai = 4,25 gram perak (1 dirham = 2,975 gram perak).  

Euthanasia aktif yang sering dilakukan karena merasa tidak tega melihat 

penderitaan pasien sehingga dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya 

melihat aspek lahiriyah (empiris), padahal di balik itu ada aspek aspek lainnya 

yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Dengan mempercepat 

kematian pasien dengan euthanasia aktif, pasien tidak mendapatkan manfaat 

(hikmah) dari ujian sakit yang diberikan Allah SWT kepadanya, yaitu 
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pengampunan dosa. Rasulullah SAW besabda, “Tidaklah menimpa kepada 

sesorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, keseihan, kesusahan, 

maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan 

kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menimpanya itu”. (HR Bukhori 

dan Muslim). 

b. Euthanasia Pasif 

Adapun hukum euthanasia pasif, sebenarnya termasuk dalam praktik 

menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan 

dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak 

memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan 

pengobatan kepada pasien, misalnya dengan menghentikan alat pernapasan 

buatan dari tubuh pasien.
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Menurut Abdul Qadim Zallum (1998:68) hukum berobat adalah mandub. 

Tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadits, di mana pada satu sisi Nabi 

SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada qarimah 

(indikasi) bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (wajib), tapi tuntutan 

yang tidak tegas (sunnah). Diantara Hadits- Hadits tersebut, adalah hadits bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali 

menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian” (HR 

Ahmad, dari Anas RA) 

Hadits di atas menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk 

berobat. Menurut ilmu Ushul Fiqh, perintah (Al-Amr) itu hanya memberi makna 

adanya tuntutan (li at-thalab), bukan menunjukkan kewajiban (li al-wujub). Ini 
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sesuai kaidah ushul : Al – Ashlu fi Amri li Ath-Thalab (perintah itu pada asalnya 

adalah sekedar menunjukkan adanya tuntutan.”
4
 

Jadi, Hadits riwayat Imam Ahmad di atas hanya menuntut kita untuk 

berobat. Dalam hadits itu juga tidak terdapat satu indikasi pun bahwa tuntutan itu 

bersifat wajib. Bahkan, qarinah yang ada dalam hadits – hadits lain justru 

menunjukkan bahwa perintah di atas tidak bersifat wajib. Hadits-hadits lain itu 

membolehkan tidak berobat. Diantaranya Hadits ialah hadits yang diriwayatkan 

Ibnu Abbas RA, bahwa seorang perempuan hitam pernah datang kepada Nabi 

SAW lalu berkata, “Sesungguhnya aku terkena penyakit ayan (epilepsi) dan 

sering tersingkap auratku (saat kambuh). Berdoalah kepada Allah untuk 

kesembuhanku” Nabi SAW berkata, “Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan 

mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia 

menyembuhkanmu.” Lalu dia berkata lagi, “Sesungguhnya auratku sering 

tersingkap (saat ayanku kambuh), maka berdoalah kepada Allah agar auratku 

tidak tersingkap.” Maka Nabi SAW lalu berdoa untuknya. (HR Bukhari) 

Hadits di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadits ini 

digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat, maka 

hadits terakhir ini menjadi indikasi (qarinah), bahwa perintah berobat adalah 

perintah sunnah, bahkan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah 

sunnah (mandub), bukan wajib.
5
 

Dengan demikian, jelaslah pengobatan atau berobat hukumnya sunnah, 

termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien. Jika memasang 

alat-alat ini hukumnya sunnah, apakah dokter berhak mencabutnya dari pasien 

yang telah kritis pasien? Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa jika para 
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dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya, maka para 

dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu 

pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu 

tersebut adalah termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah, bukan 

wajib. Kematian otak tersebut berarti seara pasti tidak memungkinkan lagi 

kembalinya kehidupan bagi pasien. Meskipun sebagian organ vital lainnya masih 

bisa berfungsi, tetap tidak akan dapat mengembalikan kehidupan kepada pasien, 

karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum pemasangan alat-alat bantu 

kepada pasien adalah sunnah, karena termasuk aktivitas berobat yang hukumnya 

sunnah. Karena itu, hukum euthanasia pasif dalam arti menghentikan pengobatan 

dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien setelah matinya/ rusaknya organ 

otak, hukumnya boleh (jaiz) dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut 

alat-alat tersebut dari tubuh pasien, dokter tidak dapat dikatakan berdosa dan 

tidak dapat dimintai tanggung jawab mengenai tindakannya itu.
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Namun untuk bebasnya tanggung jawab dokter, disyaratkan adanya izin 

dari pasien, walinya atau washi-nya (washi adalah orang yang ditunjuk untuk 

mengawasi dan mengurus pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali atau washi, 

maka wajib diperlukan izin dari pihak penguasa (Al-Hakim/ Ulil Amri). 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Euthanasia 

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (Tindak Pidana), apabila 

sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan 

mengancamnya dengan hukuman. 

ثَخاََِ ْٛ لَػَُمُ َٚ خََ َّ لآبَِالنَّصِِلََجََش٠ِْ  
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“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash” 

Dalam hukum Islam, pembunuhan sengaja adalah dosa yang paling besar dan 

tindak pidana yang paling jahat. Al-Qur‟an dan Hadist menetapkan hukuman 

keharamannya menganggap besar persoalannya dan menetapkan hukumannya. 

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa 

orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu tindakan yang berakibat dengan 

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus 

ditujukan kepada akibat berupa menghilangkan nyawa orang lain tersebut.
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Menurut pandangan syariah Islam euthanasia aktif diharamkan, karena termasuk 

dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-amad) walaupun niatnya baik demi 

keringanan rasa sakit pasien, hukumannya tetap haram walaupun atas permintaan 

pasien sendiri atau keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-An‟am 

ayat 151, Allah SWT berfirman yang berbunyi:  

َِٗ َرشُۡشِوُٛاَْثِ َألَََّ  ُۡ َػ١ٍََۡىُ ُۡ َسَثُّىُ ََ بَحَشَّ َِ َ ًُ اَْأرَۡ ۡٛ َرؼََبٌَ ًۡ ثََِ َ ش١َََۡۦلُ َٚ َ َِٓب  ٌِذ٠َۡ  َٛ
ٌۡ ذوَََُُٱ  ٌَ ۡٚ اَْأَ َٰٛٓ لَََرمَۡزٍُُ َٚ َ ب   ٕ ئحِۡسَ 

َ َرمَۡشَثُٛاْ لََ َٚ َ  ُۡ ُ٘ ئ٠َِّب َٚ َ ُۡ َٔشۡصُلىُُ َ ُٓ ََّٔحۡ ك 
 ٍَ ِۡ َئِ ۡٓ حِشََِِّ  َٛ فَ

ٌۡ َََٙٱ ٕۡ ِِ َ شَ َٙ َظَ ب َرمَۡزٍُُٛاََْبَِ لََ َٚ َ  َٓ َثَطَ ب َِ َٚ
ََٱٌَّزَِٟٱٌَّٕفۡسََ ََ َُحَشَّ َثََِٱللَّّ حَكَِّ ئِلََّ

ٌۡ ََِٗٱ ىَُُثِ ى  صَّ َٚ َ ُۡ ٌِىُ
ََۦرَ  َْ َرؼَۡمٍُِٛ ُۡ  ٥ٌٔٔؼٍَََّىُ

“Katakanalah:”Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 

baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut kemiskinan,kami akan memberi rezeki kepada mereka dan janganlah 

kamu mendekati perbuatan-peruatan yang keji, baik yang nampak di antaranya 

maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu 

yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya)”. (Al-An‟am - 151)
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Ayat tersebut mengandung hukuman yang sangat jelas, baik berupa larangan 

(nahy haram) maupun perintah (amar haram). Hal-hal yang dilarang adalah 

menyekutukan Allah SWT, membunuh anak, membunuh orang lain serta melakukan 
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hal-hal yang keji. Sedangkan hal-hal yang diperhatikan, yaitu keharusan kita untuk 

berbuat baik kepada siapapun, khususnya kepada kedua orang tua karena jasa-jasanya 

yang sangat besar bagi kita sebagai anak. 

Dijelaskan juga dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 93 

ٓ َِ اَفجََضَآَٰؤَََُُٖٚ ذ  ِّّ زؼََ ُِّ بَ  ٕ ِِ إۡ ُِ َ ًۡ غَعِتَََۥ٠َمۡزُ َٚ بَ َٙ اَف١ِ ٍِذ  َخَ  ُُ َّٕ َٙ َُجَ ٌؼَََََُٕٗٱللَّّ َٚ َ ِٗ ١ٍَۡ أػََذٌَََََُّٗۥػَ ػَزاَثًبََۥَٚ

بَ  ّ  ٣َٖػَظ١ِ

 “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 

balsannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 

mengutuknya serta disediakan azab besar baginya”. (Q.S. An-Nisa - 93) 

Ayat diatas berbicara tentang pembunhan dengan sengaja disanksi hukuman 

qishas, hilang hak warisnya serta dosa besar baginya. Para Ulama memberi batasan 

pada pembunuhan kesengajaan, da nada tiga indicator yang menunjukkan kesengajaan 

dalam pembunuhan, yaitu : 

 

1. Dilakukan dengan jelas-jelas menggunakan alat untuk membunuh; 

2. Jelas-jelas pelaku bermaksud untuk membunuhnya; 

3. Jelas-jelas melakkan pembunuhan. 

Menurut jumhur ulama, sebagaimana disampaikan oleh ibnu katsir, kata-kata 

mukmin sebagai korban pembunuhan bersifat umum sehingga berlaku kepada orang 

dewasa dan anak-anak. Pada sifat pembunuhan yang disebut dalam Al-Qur‟an para 

ulama tahap pertama mengelompokkan pembunuhan itu kepada dua bentuk: 

a. Pembunuhan secara hak, yaitu pembunuhan yang memang disuruh Allah SWT 

dan tidak berdosa bagi orang yang melakukannya. Misalnya, membunuh 

musuh dalam peperangan dan membunuh dalam rangka melaksanakan 

eksekusi pengadilan atas suatu tindak pidana. 



 

 

b. Pembunuhan secara tidak ada hak, yaitu segala bentuk pembunuhan yang 

Allah larang dan diancam dengan hukuman tertentu didunia atau diakhirat. 

Euthanasia dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. 

Euthanasia secara hukum tindakan pembunuhan atas permintaan korban. Dalam hukum 

pidana Islam tindak pidana atas jiwa, pada dasarnya adalah tindak pidana terhadap 

manusia yang hidup. Karena itu, para fukoha menamainya dengan tindak pidana atas 

jiwa. Untuk memastikan terjadinya tindak pidana, korban harus berupa manusia hidup 

pada waktu terjadinya tindak pidana. Hal ini disepakati bahwa orang yang mati adalah 

orang yang keluar dari kehidupan. Jika seseorang membunuh orang yang sekarat, ia 

dihukumi membunuh secara sengaja karena ia telah mengeluarkan orang iitu dari 

kehidupannya. 

4. Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran 

Tugas professional dokter begitu mulia dalam pengabdiannya kepada sesama 

manusia dan tanggung jawab dokter semakin bertambah berat akibat kemajuan-

kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter 

perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemulyaan profesi dokter tersebut terjaga 

dengan baik oleh Para Dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan harus 

memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. 

Keahlian bidang ilmu dan teknik baru dapat memberi manfaat yang sebesar- 

besarnya. Jika dalam praktiknya disertai oleh Norma-Norma, Etik dan Moral. Hal 

tersebut disadari oleh para dokter diseluruh dunia, dan hampir tiap-tiap negara telah 

mempunyai kode etik kedokterannya sendiri-sendiri. Pada umumnya kode etik tersebut 

didasarkan pada sumpah Hipocrates yang dirumuskan kembali dalam pernyataan 



 

 

himpunan Dokter sedunia di London bulan oktober 1949 diperbaiki oleh sidang ke 22 

Himpunan tersebut di Sydney bulan Agustus 1968.
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Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta 

mengetahui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat secara mutlak pada 

diri seseorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan 

dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah social yang tidak diragukan. Oleh 

sebab itu para dokter diseluruh dunia bermaksud dengan baik melakukan pekerjaan 

yang seharusnya seorang dokter kerjakan. 

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal 

Moeloek dalam suatu pernyataannya yang di muat oleh majalah Tempo Selasa 5 

Oktober 2004 menyatakan bahwa : “Euthanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan 

hingga saat ini belun dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam 

masyarakat Indonesia”. Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang 

dianut oleh bangsa dan Negara melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni 

KUHP. 

Pada tanggal 5 November 2006, kolese Kebidanan dan Kandungan Britania Raya 

(Britain’s Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) mengajukan sebuah 

proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield (Nuffield Council on Bioethics) agar 

dipertimbangkannya izn untuk melakukan euthanasia terhadap bayi-bayi yang terlahir 

cacat (disabled newborns). Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi 

euthanasia di inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara 

seksama dari sisi factor “kemungkinan hidup si bayi” sebagai suatu legitimasi praktik 

kedokteran. 
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Namun hingga saat ini euthanasia masih merupakan suatu tindakan melawan 

hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda). Demikian 

pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris yang secara tegas menentang 

euthanasia dalam bentuk apapun. 

Jepang tidak memiliki aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia, demikian 

Pengadilan Tertinggi Jepang (supreme court of Japan) tidak pernah mengatur tindakan 

euthanasia. Ada dua kasus euthanasia yang pernah terjadi di Negara Jepang yaitu di 

Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia pasif. Kasus 

yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai University pada tahun 1995 

yang sama halnya dikategorikan dengan tindakan euthanasia pasif. 

Jadi dengan sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang untuk melakukan 

euthanasia. Didalam kode etik itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus 

mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan 

penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya. 

Dari segi Hukum pidana, apabila keluarga atau wali yang meminta kepada dokter 

untuk dilakukan euthanasia terhadap penderita, maka keluarga itupun bisa dikenakan 

hukuman pidana pembunuhan (pasal 388). Sementara dokter yang melakukannya, 

walaupun atas permintaan wali pasien, juga dapat dikenakan tuntutan pidana dalam 

bentuk “turut serta dalam melakukan pembunuhan” (pasal 344, 345 dan 351).
10

 

Akan tetapi persoalannya menjadi sulit, ketika para dokter mempertanyakan, 

sejauh mana mereka dikategorikan sebagai pelaku ieuthanasia. Untuk ini, perlu dilihat 

terlebih dahulu, apakah tindakan itu termasuk tindakan pasif atau aktif. Seorang dokter 

ahli paru di rumah sakit tertentu, yang bertugas sebagai pencabut selang pernafasan bisa 

dikenakan tuntuan pidana dan bisa juga tidak. Hal ini tentunya tergantung pada kondisi 
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pasien pada saat dilakukan pencabutan selang tersebut. Apabila pencabutan selang 

tersebut sebagai penyempurna kematian artinya keadaan si pasien memang sudah mati 

(batang otaknya), maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana. 

Tetapi jika ketika pencabutan selang itu si pasien berjuang untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, dalam arti bahwa kondisi si pasien masih menyimpan tanda-

tanda harapan hidup secara medis, maka perbuatan itu bisa dikategorikan tindakan aktif 

yang tentu saja hal itu merupakan suatu tindakan perbuatan pidana yang dapat 

dikenakan pasal pidana pembunhuan. 

Dilihat secara yuridis, euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan 

perseorangan yaitu menyangkut perlindungan terhadap nyawa, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap tindak pidana. Tindakan euthanasia yang menyangkut nyawa, 

diatur dalam pasal 344 KUHP, Bab XIX tentang Kejahatan Teerhadap Nyawa, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu 

sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, di hukum penjara 

selama-lamanya dua belas tahun. 

5. Euthanasia di Tinjau dari Hak Asasi Manusia 

Sebagai makhluk yang memiliki Tuhan, manusia memang sudah diberikan hak-

hak tertentu untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bersahaja. Hak-hak yang 

diberikan Tuhan kepada manusia itu merupakan hak kodrati yang harus dijunjung 

tinggi, karena jika tidak menjungjung tinggi berarti mengingkari anugerah Tuhan yang 

Maha Kuasa. Kesempurnaan hidup manusia justru terletak pada pengakuan hak hak 

dasar ini secara konsisten dan konsekuen. Artinya, hak-hak dasar manusia tidak hanya 



 

 

diakui saja yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang tetapi yang paling penting 

adalah realisasinya dalam kehidupan nyata.  

Penegakkan hak asasi manusia harus menjadi tuntutan fitrah manusia itu sendiri. 

Dalam kaitan ini, kita semua menyadari bahwa manusia sebagai khalifah, memikul 

beban dan tanggung jawab yang cukup berat. Di depan Allah SWT setiap kewajiban 

individual tidak bisa didelegasikan kepada orang lain.  

Kebebasan terhadap individu-individu bukan berarti setiap orang bebas 

menggunakan kebebasannya, tetapi di dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan 

kewajiban orang lain yang harus di hormati 

Beberapa waktu lalu masalah euthanasia ini sering dibicarakan oleh masyarakat 

Indonesia. Euthanasia secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pengakhirang 

hidup kepada seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dengan kematian yang 

tenang dan mudah atas nama perikemanusiaan. Berkembangnya polemik di masyarakat 

antara hak asasi manusia dengan kepercayaan bahwa awal dan akhir hidup manusia ada 

ditangan Tuhan menyebabkan kasus euthanasia menjadi hal yang cukup menarik 

dibahas. 

Secara yuridis manusia telah diberi perlindungan hukum sejak ia masih dalam 

kandungan (dalam keadaan janin). Janin dari nidasi hingga dilahirkan dinamakan 

sebagai status nascendi, kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia berupa 

hak untuk mati, dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh 

karena itu, setiap orang memiliki hak untuk hidup, maka setiap orang juga memiliki hak 

untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Inilah yang 

kemudian memunculkan istilah euthanasia. Dalam euthanasia untuk mendapat kematian 

yang menyenangkan, seseorang yang menginginkan atau dianggap menginginkan 



 

 

kematian memerlukan bantuan untuk orang lain agar mendapatkan kematian tersebut. 

Peranan orang lain itulah yang membedakan euthanasia bunuh diri. 

B. Teori Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam  

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana ummnya. 

Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum islam, yaitu Al-

Qur‟an dan As-sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang 

merupakan bagian dari system hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana 

dan pidananya berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh 

Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 

criminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai 

hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur‟an dan Hadits. 

Hukum Pidana Islam adalah syari‟at Allah yang mengandung kemashlahatan 

dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syari‟at yang dimaksud secara 

materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. 

Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang 

segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap 

manusia hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT, 

harus dilaksanakan untuk kemashlahatan dirinya pribadi dan orang lain. 

2. Asas – Asas Hukum Pidana Islam  

Layaknya hukum pidana dalam sistem hukum manapun, hukum pidana islam 

juga memiliki asas-asas dasar. Asas Legalitas, praduga tak bersalah, kesalahan tidak 

berlaku surut dan berbagai asas lainnya, dikenal dengan para ahli dan praktisi hukum. 



 

 

Bahkan para ahli hukum barat mengklaim bahwa asas-asas tersebut berasal dari sistem 

hukum mereka. 

Klaim sepihak dari para ahli hukum barat ini tidak mengurangi mutu dan 

keadilan hukum pidana islam. Jauh sebelum para ahli hukum barat mengklaim asas-

asas tersebut, hukum pidana islam telah menerapkannya. Sejak empat belas abad yang 

lalu hukum pidana islam telah menjadi pionir dalam penerapan asas – asas hukum yang 

kemudian diadopsi oleh barat.  

Para Mahasiswa hukum telah dijauhkan dari pemahaman yang sebenarnya. 

Mereka hanya diarahkan untuk mempelajari sistem hukum barat, baik civil law maupun 

common law. Sementara sistem hukum islam yang sudah berlaku pada abad ke-7 dinilai 

sebagai sistem yang ketinggalan zaman, padahal ia diciptakan langsung oleh Sang 

Pencipta dan alam semesta ini.
11

 

Menurut Abdul Qodir “Audah”, ada dua kelomok besar yang berbeda 

memegang pendapat bahwa sistem hukum islam tidak selaras dengan perkembangan 

zaman. Kelompok pertama, mereka yang tidak memiliki pengetahuan umum, baik 

hukum islam maupun hukum modern. Kelompok kedua, mereka mengenal hukum 

modern, tetapi tidak tahu apa – apa tentang hukum Islam. Dengan kata lain, kedua 

kelompok tersebut tidak kompeten untuk membuat suatu komentar terhadap hukum 

Islam, sebab mereka sama sekali tidak mengerti tentang hukum Islam. 

Asas-asas hukum pidana Islam dikenal sejak sistem hukum Islam 

diberlakukan. Di antara asas-asas hukum pidana Islam adalah sebagai berikut. 

a. Asas Legalitas 

Asas ini mengandung pengertian suatu perbuatan tidak disebut sebagai perbuatan 

pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam perbuatan perundang-undangan. Asas ini 
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di klaim oleh para hukum Baratsebagai asas yang berasal dari sistem hukum barat. 

Akan tetapi, sejarah telah membuktikan asas tersebut telah diterapkan didalam sistem 

hukum Islam jauh sebelum negara-negara barat mengenalnya, yaitu pada abad ke-7 

Masehi. Hal ini tentunya mematahkan klaim para ahli hukum barat yang menyatakan 

asas legalitas berasal dari hukum barat.
12

 

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud, 

dimana pelanggarannya dihukum dengan sanksi-sanksi hukum yang pasti. Ia juga 

diterapkan bagi kejahatan-kejahatan qisas dan diyat dengan diletakannya prosedur-

prosedur khusus dan sanksi-sanksi yang sesuai. Jika tidak diragukan bahwa prinsip ini 

berlakusepenuhnya bagi kedua kategori diatas. 
13

 

Nash diatas menjelaskan bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada 

manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya, maka dalam 

Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan nash, dan tidak ada pidana tanpa 

peringatan,
14

 bahkan dalam kaidan fiqh ditegaskan bahwa “tidak ada hukum bagi 

perbuatan manusia sebelum adanya aturan” serta “hukum asal sesuatu itu adalah boleh 

sampai datang petunjuk yang melarangnya”.  

Asas legalitas dalam sistem hukum Islam bukan merupakan hasil karya manusia 

tetapi merupakan ketentuan Allah SWT. Allah berfirman : 

َِٓ ََِّ َٜ زذََ ۡ٘ ََِٗٱ َٕفۡسِ ٌِ زذََِٞ ۡٙ ب٠ََ َّ ََ ۦَفَأَِّ ٖۗ  ٜ صۡسََأخُۡشَ ِٚ اصِسَحَٞ َٚ لَََرضَِسَُ َٚ َ ب  َٙ َػ١ٍََۡ ًُّ ب٠ََعِ َّ َفَأَِّ ًَّ َٓظَ َِ َٚ
َ َٔجۡؼَثََسَسُٛلَ  َ  ٝ َحَزَّ َٓ ث١ِ ؼَزِّ ُِ بَوَُّٕبَ َِ َٚٔ٥ََ

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya 

dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka 

sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa 
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tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 

mengutus seorang Rasul” (Q.S Al-Israa: 15) 

ًَۡ َأَََلُ ًِ َلُ
ذحَ    َٙ َشَ ءٍَأوَۡجشَُ ٟۡ َشَ ُّٞ َُ ََٱللَّّ زاَ  َ٘ َ َّٟ َئٌَِ َٟ أُٚحِ َٚ َ  ُۡ َٕىُ ث١َۡ َٚ َِٟٕ َث١َۡ

١ذُ  ِٙ َُْشَ مشُۡءَا ٌۡ ََِٗٱ َۦلُِۡٔزِسَوَُُثِ

غََ َِ َ َّْ َأَ َْ ذُٚ َٙ ٌَزَشَۡ ُۡ َأئََِّٕىُ
َثٍََغَ   ٓ َِ ََِٚ ََُ٘ٱللَّّ بَ َّ َئَِّٔ ًۡ َلُ

ذُ  َٙ َأشَۡ َٰٓ َلًَُلََّ   ٜ خًَأخُۡشَ َٙ ٌِ ََََِٕٟٛءَا ئَِّٔ َٚ حِذَٞ  َٚ َ ٞٗ
ئٌَِ 

َ َْ بَرشُۡشِوُٛ َّّ ِِّ ءَٞ َٰٞٓ  ٣َٔثشَِ

 “Katakanlah, “siapa yang lebih kuat persaksiannya?”katakanlah: “Allah”. Dia 

menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan alqur’an ini diwahyukan kepadaku supaya 

dengan dia, aku memberikan peringatakan kepadamu dan kepada orang-orang yang 

ampai Al-Qur’an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada 

tuhan-tuhan lain selain Allah?” katakanlah: “Aku tidak mengakui.” Katakanlah: 

“Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa” dan sesungguhnya berlepas diri 

dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)” (Al- An‟am: 19)
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b. Asas Praduga Tak Bersalah 

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seorang yang 

dituduh melakukan suatu kejahatan yang harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim 

dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas permasalahannya 

tersebut. Asas ini berdasarkan Al-Qur‟an Surat Al-Hujuraat ayat 12 : 

ب َٙ أ٠َُّ
َٰٓ  َ٠َََٓ ََٱٌَّز٠ِ ُٕٛاْ َِ ََٱجۡزَِٕجُٛاَْءَا َٓ ِِّ َ ا َِّٓوَث١ِش  َثَؼۡطَََٱٌظَّ َّْ َِّٓئِ َلََََٱٌظَّ َٚ َ  ُٞ زتََئثِۡ ۡۡ ل٠ََََ َٚ َ َرجََسَّسُٛاْ

ََٚ َ  ُٖٛ ُّ زُ ۡ٘ َفىََشِ ب ١ۡز  َِ َ ِٗ َأخ١َِ َُ ٌَحَۡ ًَ ٠ََأۡوُ َأَْ ُۡ َأحََذوُُ َأ٠َحُِتُّ
ََ َٱرَّمُٛاَْثَّؼۡعُىَُُثَؼۡعًب  ََٱللَّّ َّْ ََئِ اةََٞٱللَّّ َّٛ رَ

َ ُٞ ح١ِ  َٕٔسَّ

”Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), 

karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu suka merasa 

jijik. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha 

Penyayang”. (Surat Al-Hujuraat: 12) 

 

Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar 

hukum oleh hakim, jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukkum pidana 

sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum hanya dapat menjatuhkan pidana hanya 

terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan tindak pidana. 
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Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalaha asas 

praduga tidak bersalah. “Principle of lawfulness” 
16

. Menurut asas ini semua perbuatan 

(kecuali Ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash 

hukum. Selanjutnya, setiap orang tidak dianggap bersalah untuk suatu perbuatan jahat 

kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu 

keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.  

Asas legitas dalam sistem hukum pidana Islam bukanlah semata berdasarkan akal 

manusia, tetapi dari ketentuan Allah SWT, seperti termaktub dalam kitab suci Al-

Qur‟an surat Al-Isra ayat 15 : 

َِٓ ََِّ َٜ زذََ ۡ٘ ََِٗٱ َٕفۡسِ ٌِ زذََِٞ ۡٙ ب٠ََ َّ ََ ۦَفَأَِّ ب  َٙ َػ١ٍََۡ ًُّ ب٠ََعِ َّ َفَأَِّ ًَّ َٓظَ َِ ََٚ ٖۗ  ٜ صۡسََأخُۡشَ ِٚ اصِسَحَٞ َٚ لَََرضَِسَُ َٚ

َ َٔجۡؼَثََسَسُٛلَ  َ  ٝ َحَزَّ َٓ ث١ِ ؼَزِّ ُِ بَوَُّٕبَ َِ َٚٔ٥َ 

”Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya 

dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka 

sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa 

tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 

mengutus seorang rasul” (Q.S Al-Isra: 15) 

 

Begitu pula dalam surat Al-Kahfi ayat 58 : 

سَثَُّ َۡفُٛسََُهَََٚ ٌۡ ََٱ خَِ رُٚ َّ حۡ ََٱٌشَّ ُُ ُٙ ٌََ ًَ ٌَؼَجََّ َوَسَجُٛاْ ب َّ َثِ ُُ٘ ٠َإَُاخِزُ ۡٛ ؼَزاَةَ ٌََ ٌۡ ٌََََّٓٱ ػِذٞ ۡٛ َِّ َ ُ ُٙ ٌََّ ثًَ

َِٗ َٓدُِٚٔ ِِ ََۦ٠جَِذُٚاَْ ئِلٗ  ۡٛ َِ٥١َ 

“Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai Rahmat. Jika Dia 

mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi 

mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka 

sesekali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya”. (Q.S Al-Kahfi - 58) 

 

c. Asas Tidak Berlaku Surut 
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Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam pada kenyataannya 

merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya yaitu asas legalitas. Asas ini berarti 

bahwa Undang-undang hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah 

keluarnya Undang-undang tersebut. Pentingnya asas ini karena melindungi keamanan 

individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas. 

Syariat Islam dapat membuktikan bahwa asas ini sudah dianut dalam sistem 

penerapan hukum pidana. Hukum Islam sangat menentang praktik tersebut 

mengandung makna bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Seperti zaman pra islam 

seorang anak diizinkan menikahi bekas salah satu istri dari ayahnya, dalam Islam 

melarang praktek ini, tetapi Al-Qur‟an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan 

seperti itu dilakukannya sebelum adanya larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam 

Surat An-Nisa ayat 22 menegaskan, 

ًبَ ز مْ َِ َٚ َ خً شَ بحِ َفَ َْ ب َُٗوَ َّ ٔ ِ َئ  َ فَ َ ٍ َسَ ذْ بَلَ َِ َ َئِلََّ بءِ سَ ِ ّ َإٌ َٓ ِِ َ ُْ وُ بؤُ َآثَ حَ ىَ بََٔ َِ ٛاَ حُ ىِ َْٕ َر لََ َٚ

١لًَٗ جِ َسَ بءَ سَ َٚ  

“Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 

terkecuali pada masa yang lampau” (Q.S. An-Nissa: 22) 

Sebagai akibat dari turunnya ayat ini, maka ikatan perkawinan seperti ini menjadi 

terputus, namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana. Pada masa paganism, 

pria Arab dapat menikahi wanita bersaudara pada waktu yang sama. Hukum Islam 

melarang praktek ini, seperti yang tertera dalam Al-Qur‟an Surat Al-Nisa ayat 43 : 

أََ َٚ َ حَ  ٛ ٍَ َٱٌصَّ َرمَۡشَثُٛاْ َلََ ُٕٛاْ َِ َءَا َٓ َٱٌَّز٠ِ ب َٙ أ٠َُّ
َٰٓ  َ٠َ َئِلََّ َجُٕجُبً لََ َٚ َ َْ َرمٌَُُٛٛ ب َِ َ ٛاْ ُّ َرؼٍََۡ  ٝ َحَزَّ  ٜ شَ

َسُىَ  ُۡ ٔزُ

َۡبَٰٓئَِ ٌۡ َٱ َٓ ِِّ ٕىَُُ ِِّ َجَبَٰٓءََأحََذَٞ ۡٚ َسَفشٍََأَ  ٝ َػٍََ ۡٚ َأَ َٰٓ  ٝ شۡظَ َِّ ئَِْوُٕزَُُ َٚ َ
زسٍَُِٛاْ  ۡۡ َرَ  ٝ َحَزَّ ًٍ ػَِػَبثشَِِٞسَج١ِ



 

 

َفَزََ بَٰٓء  َِ َ َرجَِذُٚاْ ُۡ َٱٌِّٕسَبَٰٓءََفٍََ ُُ ُ سۡز َّ
 ٌََ ۡٚ ََأَ َٱللَّّ َّْ َئِ ٖۗ ُۡ أ٠َۡذ٠ِىُ َٚ َ ُۡ ىُ ِ٘ جُٛ ُٛ َثِ سَحُٛاْ ِۡ بَفَٱ اَغ١َِّج  َصَؼ١ِذ  ٛاْ ُّ َّّ َ١

اَغَفُٛسًاَ ًّٛ َػَفُ َْ  وَب

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shaat, sedang kamu dalam 

keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti, apa yang kamu ucapkan, (jangan pula 

menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu 

saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musaffir atau datang 

dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak 

mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah 

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.(Q.S. An-Nissa: 43). 

 

Hal yang sama ketentuannya berlaku surut diatas, sanksi pidana terhadap zina, 

pencurian, minuman khamr dan kejahatan lainnya yang dilakukan sebelum diturunkan 

ketentuan tentang itu juga tidak dijatuhkan. 
17

 

Asas berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari the 

declaration of the right of man and the citizen dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta 

kitab Undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad 

sebelumnya dalam syariat Islam. Ia mengikuti kitab suci dan praktek Nabi Muhammad 

SAW. Jadi para ahli fikh modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah 

satu dari prinsip-prinsip dasar (kaidah ushuliyah) dari syariyah “tidak ada hukum untuk 

perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu nash”. Secara singkat tidak ada kejahatan 

dan pidana kecuali ada hukumnya lebih dulu.
18

 

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam 

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan (termasuk 

homo seksual dan lesbian), menuduh seseorang berzina, minuman khamar, membunuh 

atau melukai seseorang.  
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Al-Qur‟an dan Sunnah sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi 

sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut jaraimu al-hudud (delik hukuman 

kejahatan), yang meliputi kasus; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, 

pencurian, mabuk-mabukan, maharabah (pemberontakan dalam negara Islam dan 

pengacau keamanan), murtad, dan perbuatan melampaui batas lainnya. 

Seperti penjelasan diatas hudud meliputi tujuh jenis tindak pidana kejahatan, 

antara lain: 

a. Zina 

Zina secara harfiyah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam 

pengertian istilah adalah hubungan antara kelamin seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan yang satu sama lain tidak ikatan hubungan perkawinan. Para 

fuqaha mengartikan bahwa zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti 

memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam kelamin vagina (kelamin wanita) 

yang dinyatkan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.Jadi 

perbuatan zina itu adalah haram hukumnya dan termasuk salah satu dosa besar, 

karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang sangat keji, pergaulan seperti 

binatang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra (17) : 32. 

١لًَٗ جِ َسَ بءَ سَ َٚ َ خً شَ بحِ َفَ َْ ب َُوَ ٗ َّٔ ِ َئ بَ  َٔ ُٛاَاٌضِّ ث شَ َمْ َر لََ َٚ  

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang 

keji, dan jalan yang buruk” (Q.S Al-Israa: 32) 

 

b. (Qadzaf) Menuduh Zina 

Menuduh seorang zina tanpa bukti yang akurat secara hukum islam sama 

juga dengan fitnah yang merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seorang 

dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia 

merupakan kejahatn yang besar dalam islam dan yang melakukannya disebut 



 

 

pelanggaran yang berdosa. Hukum bagi orang yang menuduh zina dan tidak 

terbukti berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24) : 4 

ذآََٰءََ َٙ َشُ َثِأسَۡثؼََخِ ٠ََأۡرُٛاْ ُۡ ٌََ َُّ ُ َث ذِ  َٕ حۡصَ ُّ ٌۡ َٱ َْ ٛ ُِ ٠ََشۡ َٓ ٱٌَّز٠ِ لَََََٚ َٚ َ ذحَ 
ٍۡ َجَ َٓ ١ِٕ  َّ َثَ ُۡ ُ٘ ٍِذُٚ فَٱجۡ

َ َْ سِمُٛ فَ  ٌۡ َُُٱ ُ٘ ئِهََ
َٰٓ  ٌَ ْٚ ُ أ َٚ َ ا  ذحًََأثََذ   َٙ َشَ ُۡ ُٙ  رمَۡجٍَُٛاٌََْ

 “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik 

berzina , dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka mereka 

didera delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk 

selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S An-Nur: 4) 

 

 

c. (Khamr) Minuman yang Memabukkan 

Larangan meminum minuman yang memabukkan didasarkan pada Q.S.Al-

Ma‟idah (5) : 90 

ب َٙ أ٠َُّ
َٰٓ  َ٠َََٓ ََٱٌَّز٠ِ ب َّ َئَِّٔ اْ َٰٛٓ ُٕ َِ شَُءَا ّۡ خَ ٌۡ ١ۡسِشََََُٚٱ َّ

ٌۡ ََََُُٚٱلَۡۡٔصَبةََََُٚٱ ََٱلۡۡصٌََۡ  ًِ َّ َػَ ۡٓ ِِّ َ سِجۡسٞ

َِٓ ََٱجۡزَِٕجَُُٖٛفَََٱٌش١َّۡطَ  َْ ٍِحُٛ َرفُۡ ُۡ  ٣ٌَٓؼٍَََّىُ

 “Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundil nasib dengan anak panah 

adalah perbuatan keji dantermasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S Al-Maidah: 90). 

Firman Allah SWT di atas tidak menegaskan hukuman apa bagi 

peminuman keras (khamar). Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadist 

Nabi SAW, yakni melalui sunnah fi‟liyahnya bahwa hukuman terhadap jarimah 

ini adalah empat puluh kali dera. 

d. Pencurian  



 

 

Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizin 

pemilik ya (secara diam-diam), dengan maksud untuk memiliki. Menurut fuqaha 

yang disebut mencuri adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi 

ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki, dilakukan dengan sadar 

atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.Salim Al-Uwa 

mengartikan mencuri sebagai mengambil barang secara sembunyi dengan niat 

ingin memiliki barang tersebut. 

Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman potong 

tangan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-maidah (5) : 38. 

ٱٌسَّبسِقَُ اَْفَََٱٌسَّبسِلَخَََََُٚٚ َٰٛٓ ََٱلۡطَؼُ َٓ ِِّ َ لٗ  بَوَسَجَبَٔىََ  َّ َثِ بَجَضَآَٰءَ  َّ ُٙ َِٖۗأ٠َۡذ٠َِ ََََُٚٱللَّّ ََٱللَّّ ُٞ ػَض٠ِضٌَحَى١ِ

ٖ١َ 

 “Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan 

kaduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 

siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa maha bijaksana” (Q.S Al-Maidah: 

38) 

Berdasarkan firman Allah swt diatas, orang yang mencuri dikenakan 

hukuman potong tangan.Hukum potong tangan sebagai sanksi kejahatan 

pencurian.Tindak pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi 

syarat-syarat pencurian yang wajib dikenai potong tangan.Adapun jika pencurin 

itu belum memenuhi syarat pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. 

Misalnya orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik 

umum, belum sampai nisab (1/4 dinar), dan lain sebagainya tidak boleh dikenai 

had potong tangan 

e. Murtad (keluar dari Agama Islam ) 



 

 

Murtad berarti menolak Agama Islam dan memeluk Agama lain baik 

melalui perbuatan maupun lisan. Dengan demikian perbuatan murtad 

mengeluarkan seseorang dari lingkungan Islam. Bila seseorang menolak prinsip-

prinsip dasar kepercayaan (iman) seperti keyakinan akan adanya Allah serta Nabi 

Muhammad SAW sebagai utusan-Nya sebagaimana yang terdapat dalam 

“Kalimah Al-Syahadah”. 

Begitu juga menolak mempercayai Al-Qur‟an sebagai Kitabullah atau 

menolak ajaran yang dikandungannya atau mengingkari hari kebangkitan, 

ganjaran, atau hukuman dari Allah termasuk perbuatan murtad. Menolak ibadah 

seperti shalat, zakat, puasa dan haji juga termasuk tindakan murtad. Pelaku 

murtad dikenal hukuman mati, jika tidak mau bertobat dan kembali ke pangkuan 

Islam dalam tenggang waktu tertentu. Hanya saja, syariah tidak membatasi 

tenggang waktu yang diberikan kepada si pelaku murtad untuk kembali ke Islam. 

f. Bughah (Pemberontakan) 

Pemberontakan sering diartikan keluarnya seseorang dari ketaatan kepada 

iman yang sah tanpa alasan. Ulama syafi‟iyah berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi iman dengan 

cara tidak menaatinya dan melepaskan dari dirinya (menolak kewajiban dengan 

kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin).
19

 

Pelaku bughah (memberontak) diperangi sampai mereka kembali ke 

pangkuan islam atau ke pangkuan khilafah yang sah. Hanya saja perang melawan 

pelaku bughat berbeda dengan perang melawan orang kafir.Perang melawan 

pelaku bughat hanyalah perang yang bersifat edukatif, bukan jihad fi 

sabilillah.Oleh karena itu, pelaku bughat tidak boleh diserang dengan senjata 
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pemusnah massal atau serbuan, nuklir, dan roket, terkecuali merek menggunakan 

arsenal seperti ini.Jika mereka melarikan diri perang mereka tidak boleh dikejar 

dan ditumpas sampai habis.Harta mereka tidak boleh dijadikan sebagai gharimah. 

Memerangi pemberontak hukumnya wajib demi menegakkan hukum Allah 

sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-hujurat (49) : 9 

ئِْ َََٚ َٓ ِِ َ ِْ ََٓغَبَٰٓئِفَزبَ ١ِٕ ِِ إۡ ُّ ٌۡ بَػٍََََٝٱلۡززٍََُٛاََْٱ َّ ُٙ َثََۡذَۡئحِۡذىَ   ْ َفَاِ ب  َّ ُٙ ٍِحُٛاَْث١ََٕۡ َٜ فَأصَۡ َٱلۡۡخُۡشَ

َ زٍُِٛاْ ََٱٌَّزِٟفَمَ  شِ ِۡ َأَ َٰٓ  ٝ َئٌَِ ءَ َٰٟٓ َرفَِ  ٝ َحَزَّ ٟ ِۡ َِ رجَۡ َثََِٱللَّّ ب َّ ُٙ َٕ َث١َۡ ٍِحُٛاْ َفَأصَۡ َفَبَٰٓءَدۡ ؼَذۡيَِفَاِْ ٌۡ َٱ

ألََۡ َٚ
اَْ  َٰٛٓ ََسِطُ َّْ ََئِ ََٱللَّّ ٠ََٓحُِتُّ مۡسِط١ِ ُّ ٌۡ  ٣ََٱ

 

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau ada satu melanggar 

perjanjian hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu 

melanggar perjanjian itu kamu pergi sampai surut kembali pada perintah Allah. 

Kalau dia telah surut maka damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil (Q.S Al-Hujjurat: 9) 

 

g. Hirabah (Perampokan) 

Perampokan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

atau seseorang yang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau 

orang yang berjalan dijalan raya atau ditempat mana pun mereka merampas harta 

korbannya dengan menggunakan kekerasan bila korbannya lari mencari 

pertolongan. Dasar hukum yang dikenakan pada pearampok telah dijelaskan pada 

Q.S.Al-Maidah (5) : 33. 

ب َّ ََئَِّٔ ؤُاْ َٰٓ ََٓجَضَ  ََٱٌَّز٠ِ َْ ٠ََحَُبسِثُٛ سَسٌَََُُٛٗٱللَّّ ََۥَٚ َفِٟ َْ ۡٛ ٠َسۡؼَ ََٱلۡۡسَۡضََِٚ ۡٚ َأَ اْ َٰٛٓ ُ ٍَّ ٠َمُزَ َأَْ فَسَبداً

َ َٓ ِِ اَْ ۡٛ ٠َُٕفَ ۡٚ فٍَأَ َخٍَِ  ۡٓ ِِّ َُ ُٙ أسَۡجٍُُ َٚ َ ُۡ ِٙ َرمَُطَّغََأ٠َۡذ٠ِ ۡٚ اَْأَ َٰٛٓ ٠َصٍََُّجُ ٌِهَََٱلۡۡسَۡضِ  َفََِٟرَ  ٞٞ َخِضۡ ُۡ ُٙ ٌَ

َفَِٟٱٌذَُّۡٔ ُۡ ُٙ ٌَ َٚ َ ََٱلَٰۡۡٓخِشَح١ََِب  ٌُ  َٖٖػَزاَةٌَػَظ١ِ

 “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 

atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 



 

 

penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 

besar (Q.S Al-Maidah : 33) 

 

Firman Allah SWT  pada Q.S.Al-Maidah (5) : 33 ini turun sehubungan dengan 

orang-orang islam melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan, kekacauan, 

teror. Kekerasan, kerusakan, dan mendurhakai islam dengan keluar dari ajarannya. 

Dikatakan memerangi Allah dan Rasul-Nya berarti memerangi orang-orang islam 

dengan berbagai kejahatan sehingga istilah lain disebut hirabah.
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4. Tujuan Hukum Pidana Islam 

Tujuan Hukum Pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat 

secara umum dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syari‟at dapat dicapai 

dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam yang sudah ada, dan dua diantaranya 

bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara 

akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.  

Perlu diungkapkan bahwa tujuan hukum yang umumnya seperti yang telah 

diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan 

ketentraman bermasyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa 

keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh akan hukum yang telah 

ditetapkan berarti masyarakat yang cinta akan keadilan, hal ini berdasarkan dalil hukum 

yang bersumber dari Al-Qur‟an surat An-Nisaa‟ : 65  

بَشَجَشَََفَلََٗ َّ ٛنََف١ِ ُّ ٠َحَُىِّ  ٝ َحَزَّ َْ ُٕٛ ِِ سَثِّهََل٠َََإُۡ بََٚ َّّ ِِّ بَ َحَشَج  ُۡ ِٙ َأَٔفسُِ َٰٟٓ َفِ َل٠ََََجِذُٚاْ َُّ َثُ ُۡ ُٙ ث١ََٕۡ

بَ  ّ ١ٍِ ٛاَْرسَۡ ُّ ٠سٍَُِّ َٚ  ٥٥َلَع١َۡذََ

 “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga 

mereka jadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
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mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang 

kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.  

Tataran aplikasiannya hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, 

sebagai berikut : 

a. Dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya 

menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya 

bagian dari masyarakat tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka 

kepentingan perseorangan dapat dikorbankan, jika tidak demikian, masyarakat 

akan terancan oleh perbuatan perseorangan tersebut.  

b. Upaya pencegahan dari prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang 

melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan 

perbuatannya. Dengan hal tersebut, pemberi hukuman berharap dua hal, 

pertama pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaanya, 

sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan 

datang. Kedua orang lain tidak akan meniru perbuatan si pelaku sebab akibat 

yang sama juga akan dikenakan kepada si peniru. Jadi pada hakikatnya 

harapan yang kedua ini hanya dilakukan oleh seorang saja tidak dan tidak 

diikuti oleh yang lainnya. 

c. Upaya sebagai pendidikan dan pengajaran (ta’dib wa tahzib). Hukuman bagi 

pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang 

yang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dan diajarkan bahwa 

perbuatan yang dilakukannya suatu perbuatan yang mengganggu hak orang 

lain, baik materil maupun moril dan merupakan perkosaan atas hak orang lain. 



 

 

Disamping itu mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dia 

kerjaan dalam hal pelaku berbuat jarimah pasif, tidak melakukan kewajiban.
21

 

Jika tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah 

SWT dan Nabi Muhammad saw, baik yang termuat dalam Al-Qur‟an maupun hadist , 

yaitu untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan 

mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala yang tidak bermanfaat 

untuk jasmani dan rohani,  

Bagimana jika Al-Qur‟an dan As-Sunnah belum mengatur perbuatan -perbuatan 

yang baru muncul akhir-akhir ini, sedangkan perbuatan tersebut dapat berakibat 

merugikan, meresahkan, atau melahirkan akibat negative bagi orang lain. Jika hal 

demikian terjadi maka hukum dapat ditegakkan berdasarkan ijma‟ merupakan hasil dari 

kesatuan ijtihad sebagian besar mujtakhir dengan berdasarkan pada Al-Qur‟an, As-

Sunnah, dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW.  

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem terletak 

pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh 

Sang Pencipta Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil 

pembentukan dari manusia (man made law). Perbedaan ini menunjukan sisi keunggulan 

hukum pidana islam, dimana ia dibuat oleh Sang Kholik yang Maha Mengetahui masa 

lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan 

manusia. Dengan demikian, hukum pidana islam adalah hukum yang universal dan 

berlaku hingga akhir zaman.
22

 

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah 

pertama, pencegahan, serta balasan (ar-radu waz-zahru) dan kedua adalah perbaikan 

dan pengajaran (al-Ishlah wat tahzib). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah 
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diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan 

tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. 

Tindak pidana atau jarimah mengandung dua pengertian, pertama si pelaku 

melakukan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang, maka pencegahan pada 

bentuk ini adalah mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. 

Kedua, si pelaku tidak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau si pelaku 

meninggalkan suatu kewajiban. Pemberian hukuman pada jenis ini ditujukan agar si 

pelaku menghentikan ketidak acuhan terhadap kewajiban. 

Jarimah juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi 

pelaku jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk 

melakukan perbuatan serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada awalnya si pelaku 

jarimah merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang 

tidak disenangi, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan 

tersebut memang harus dia kerjakan atau dia tinggalkan bukan karena ancaman 

hukuman. 

Ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syari‟at 

sebagai berikut : 

1. Terjaminnya keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan 

utama dan pertama dari syariyah itu. Apabila kebutuhan tersebut tidak tercapai 

maka akan menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. 

Kelima kebutuhan hidup tersebut dalam hukum Islam disebut dengan maqasid 

al-syari’ah, yaitu: 

a. Terpeliharanya Agama (hifz ad-din) 

b. Terpeliharanya jiwa (hifzh an-nafs) 

c. Terpeliharanya harta (hifzh al-maal) 



 

 

d. Terpeliharanya keturunan (hifzh al-aqli) 

Syari‟at telah menentukan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap-

tiap kebutuhan tersebut dan menggegaskan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengannya sebagai ketentuan-ketentuan yang esensial.  

2. Terjaminnya kebutuhan hidup sekunder (hajiyyat). Ini mencakup hal-hal yang 

penting bagi kehidupan manusia meskipun tidak menimbulkan kondisi 

kekacauan dan ketidaktertiban, tetapi akan menambah kesulitan-kesulitan dari 

masyarakat dan membuat hidup jadi mudah bagi mereka.  

3. Tujuan ketiga dari undang-undang Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan 

yang menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan 

menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan hidup mereka menjadi lebih 

baik. Tujuan ini dalam Islam dikenal dengan tahsiniat. 

Hukum Pidana Islam yang ditegakan dalam syariat Islam mempunyai dua 

aspek yaitu pencegahan dan pembalasan, dengan diterapkan dua hal tersebut maka 

masyarakata akan menjadi aman tentram damai dan penuh keadilan. 

 


